PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang ; a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dearah, maka dipandang perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi

Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas,
perlu menetapkan kembali Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 tentang Nemor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480),

3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4347);

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata
Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;



16.

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2
Serie D) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUS! PARKIR DI TEP! JALAN
UMUM.
BAB |
) KETENTUAN UMUM
) Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur .

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur .

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh
Bupati dibidang Perpajakan atau Retribusi sesuai peraturan
Perundang-undangan yang berlaku .

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah
Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu
Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur .

Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang bergerak oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk
kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang
dirangkaikan dengan kendaraan bermotor .
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1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kendaraan tidak bermotor adalah Kendaraan vyang
digerakkan oleh tenaga orang atau hewan .

Badan adalah suatu badan usaha yarig meliputi Persercan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga
Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan
Usaha lainnya .

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
bermotor yang bersifat sementara .

Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan
umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagi
tempat parkir kendaraan bermotor .

Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang atau areal parkir
yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan yang diparkir
yang dibatasi tanda-tanda tertentu .

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan .

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat parkir .

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat
disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan

tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh
Bupati .

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menurut  Peraturan Perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu .

Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib
retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran
retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terhutang .

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah .

Penyidikan Tindakan dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan vyang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi  daerah yang terjadi serta menentukan
tersangkanya .



23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir di
tepi jalan umum.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat
parkir di tepi jalan umum.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi

penggunaan tempat parkir.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip badan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk
pengendalian permintaan dan penggunaan jasa pelayanan
dalam rangka memperlancar laiulintas jalan dengan tetap
memperhatikan  biaya penyelenggaraan  pelayanan,
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya
operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.



BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan

parkir di tepi jalan umum.

(2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir
dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan

umum.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS TEMPAT JENIS ‘
No PARKIR KENDARAAN TARIF
BERMOTOR
1. Pelataran Rp. 500,-/sekali
i - - Sedan, Jeep, parkir
Lingkungan Parkir Mini Bus
- Pickup dan Rp. 500,-/sekali
sejenis parkir
- Bus, Truck, )
Alat-alat besar | <P: 1000 .-/sekal
lainnya parkir

- Sepeda Motor

Rp. 500,-/sekali

parkir
o Taman - Sedan, Jeep, Rp. 1000,-/sekali
- Mini Bus parkir
Parkir - Pickup dan
sejenis Rp. 1000,-/sekali
- Bus, Truck, parkir
Alat-alat besar
lainnya Rp. 1000,-/sekali
- Sepeda Motor | parkir
Rp. 1000,-/sekali
parkir
- Sedan, Jeep, |Rp. 1000,-/sekal
2 Gedung Mini Bus P parkir
Parkir - Pickup dan
sejenis Rp. 1000,-/sekali
- Bus, Truck, parkir
Alat-alat besar
lainnya Rp.1000,-/sekali

- Sepeda Motor

parkir
Rp.500-/sekali

parkir




BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat
pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi

sekaligus di muka.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang
sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh
tempo pembayaran ;

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi
harus melunasi retribusinya yang terhutang ;

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.



BAB Xl

KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 14

Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak
pidana dibidang retribusi ;

(2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3)

tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

BAB Xilli
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.



Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

8,

fA@HErvE, meneer,, Menguripdikan  dan rmenaiitl
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah;

menyuruh berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak
memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belr diaiur delam Paraturan Dastab inl sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 DegeMeeER 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal l. OgfeMBeR 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

0

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAER BUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

2005 NOMOR 22. SERIE C
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